MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan
kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas
pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman
modal, telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan
Penanaman Modal;

b. bahwa untuk mempercepat pelayanan pertanahan dalam
rangka penanaman modal, Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan

Penanaman Modal perlu diganti;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam

Kegiatan Penanaman Modal,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5100);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
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Menetapkan

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P
Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

2014-2019;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR
PELAYANAN DAN PENGATURAN AGRARIA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1
Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan
Pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal
dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan

Kantor Kabupaten/Kota.

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:
a. jenis pelayanan;
b. persyaratan;
c. Dbiaya; dan

waktu.

Pasal 3
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

a, terdiri dari pelayanan:

a. informasi ketersediaan tanah;

b. pertimbangan teknis pertanahan;

c. pengukuran bidang tanah dan kawasan,;

d. penetapan hak atas tanah;

e. pendaftaran keputusan hak atas tanah; dan
f. pengelolaan pengaduan.
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(2)

(3)

()

(6)

Pasal 4
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
pemohon.
Terhadap permohonan yang diajukan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
mengeluarkan keterangan bahwa permohonan sudah
terdaftar dan diproses.
Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap,
maka pejabat Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan
pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi
Penanaman Modal menginformasikan secara tertulis
kepada pemohon mengenai berkas-berkas yang harus
dilengkapi.
Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan dalam Peraturan ini.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) telah habis dan pemohon tidak dapat melengkapi
berkas yang dipersyaratkan, maka permohonan batal.
Pemohon dapat mengajukan kembali setelah semua

persyaratan lengkap.

Pasal 5

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

merupakan biaya pelayanan yang diwajibkan kepada

pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan

negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT - BAGIAN ADVOKASI DAN DOKUMENTASI HUKUM




(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan
agraria, tata ruang dan pertanahan terhitung sejak
penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran
biaya yang ditetapkan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di
dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik,
perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya
dapat dikembalikan kepada pemohon.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pelayanan pertanahan tidak selesai, maka
penyelesaian pelayanan yang merupakan kewenangan
Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor

Pertanahan dilakukan oleh Menteri

Pasal 7

Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, Waktu

dan Produk masing-masing jenis pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam

Tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang

dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

(1)

Pasal 8
Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal
melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
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(2) Kepala Kantor  Wilayah  dan Kepala  Kantor
Kabupaten/Kota Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdapat
layanan kegiatan penanaman modal melaporkan hasil
pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala

setiap bulan.

Pasal 9
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, permohonan
pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam rangka
kegiatan penanaman modal yang telah diterima lengkap,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum

ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 10
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam

Kegiatan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 11
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada/tag}gga;;g _,thober 2015

o

AN TATA RUANG/
ANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, '

—~—

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR..1597
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